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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Adapun Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan 

oleh para ahli adalah sebagai berikut: 

 Menurut Armstrong (2013:28)  dalam buku  Dr. H.  Suwatno, M.Si.  dan 

Donni Juni Priansa, S.pd., S.E., M.M., manajemen sumber daya manusia adalah 

praktek manajemen sumber daya manusia  (SDM)  berkaitan dengan  semua aspek 

tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam organisasi.  Ini mencakup  

kegiatan seperti strategi SDM , manajemen SDM, tanggung jawab social 

perusahaan, manajemen pengetahuan, pengembangan organisasi, sumber-sumber 

SDM (perencanaan sumber daya manusia, rekutmen dan seleksi, dan manajemen 

bakat), manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan,  manajemen 

imbalan, hubungan karyawan, kesejahteraan  karyawan, kesehatan dan 

keselamatan, serta penyediaan jasa karyawan. 

 Menurut Rivai (2013:29) dalam buku  Dr. H.  Suwatno, M.Si. dan Donni 

Juni Priansa, S.Pd.,  S.E.,  M.M.,  manajemen SDM merupakan salah satu bidang 

dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasisan, 

pelaksanaan, dan pengendalian.  Istilah manajemen mempunyai arti sebagai 

kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya me-manage (mengelola) 

sumber daya manusia. 

 Dilihat dari kedua teori diatas, Manajemen Sumber daya manusia adalah 

suatu ilmu dan seni yang dapat mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien, serta merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

individu maupun organisasi. 

2.2  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Menurut  Flippo (2013: 30) fungsi manajerial adalah sebagai berikut: 
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a. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang 

akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

b.  Pengorganisasian (Organizing)  

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan 

antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin 

kerjasama satu dengan yang lainnya.  

c. Pengarahan (Directing)  

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah 

menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading 

dilakukan pengarahan sdm agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.  

d. Pengawasan (Controlling) 

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan 

perbaikan.  

 

2.3 Disiplin Kerja 

2.3.1 Pengertian Disiplin 

Menurut Rivai (2004: 444), Disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya  untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang  berlaku. 
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Menurut Sastrohadiwiryo (2005:291) Disiplin Kerja adalah suatu 

sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia 

melanggar tugas atau wewenang yang diberikan kepadanya. 

Menurut Hasibuan (2008:192) Kedisiplinan adalah kesediaan dan 

kesadaran seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secvara sukarela 

mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tangggung  jawabnya. 

Berdasarkan pendapat Sustrisno (2012:96) Disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi dan menaati segala yang 

berlaku di organisasi.  Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat 

pencapaian tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi 

penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. 

 

 2.3.2 Jenis-jenis Disiplin 

 Menurut Handoko (2001:  208-2011), ada beberapa jenis disiplin 

yaitu: 

 

a. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong 

para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

 

b. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. 
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c. Aturan Kompor Panas 

Aturan ini pada hakekatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan 

hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang 

diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. 

 

d. Disiplin Progresif 

Disiplin progresif adalah memberikan hukuman-hukuman  yag lebih 

berat terhadap pelanggaran-pelanggaran  yang berulang.  Tujuannya 

adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil 

tinddakan lanjut sebelum hukuman-hukuman yang lebih “serius” 

dilaksanakan. 

 

2.3.3 Faktor-faktor Disiplin 

Menurut Hasibuan (2013: 194-198), pada dasarnya banyak 

indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu 

organisasi yaitu: 

a. Tujuan dan Kemampuan 

    Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan.  Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.  Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai 

dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja 

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

 

b. Teladan Pimpinan 

    Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya.  Pimpinan jagnan mengharapkan kedisiplinan bawahannya 

baik jika ia sendiri kurang disiplin.  Pimpinan harus menyadari bahwa 

perilakunya akan dicontoh dan diteladani bawahannya.  Hal inilah yang 



12 
 

 

mengharuskan pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar para 

bawahan pun mempunyai disiplin yang baik pula. 

 

c. Balas jasa 

     Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap  perusahaan/pekerjaannya.  Untuk mewujudkan 

kedisiplinan karyawan yang baik, perusahaan harus memberikan balas 

jasa yang relatif besar. 

 

d. Keadilan 

    Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan mita 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya.  Keadilan dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman 

akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik.  Manajer 

yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap 

semua bawahannya.  Dengan keadilan yang baik akan menciptakan 

kedisiplinan yang baik pula. 

 

e. Waskat 

  Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan.  Dengan 

waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, 

sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya.  Hal ini berarti atasan 

harus selalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan 

memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya.  Dengan waskat, atasan secara 

langsung dapat mengetahui kemampuan dan kedisiplinan setiap individu 

bawahannya, sehingga konduite setiap bawahan dinilai objektif.  Waskat 

bukan hanya mengawasi moral kerja dan kedisiplinan karyawan saja, tetap 
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juga harus berusaha mencari sistem kerja yang lebih efektif untuk 

mewujudkan tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat.  Dengan 

sistem yang baik akan tercipta internal kontrol yang dapat mengurangi 

kesalahan-kesalahan dan mendukung kedisiplinan serta moral kerja 

karyawan. 

 

f. Sanksi Hukuman 

    Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan.  Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan 

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan 

perilaku indisipliner karyawan akan berkurang.  Sanksi hukuman harus 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan 

diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan.  Sanksi hukuman 

seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman itu tetap 

mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 

 

g. Ketegasan 

     Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi 

karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya 

oleh bawahan.  Sebaliknya apabila pimpinan kurang tegas atau tidak 

menghukum karyawan yang indisipliner, sulit baginya untuk memelihara 

kedisiplinan bawahannya, bahkan sikap indisipliner karyawan semakin 

banyak karena mereka beranggapan bahwa peraturan dan sanksi 

hukumannya tidak berlaku lagi. 

 

h. Hubungan Kemanusiaan 

Manajer harus berusaha mencipatakan suasana hubungan kemanusiaan 

yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal di antara semua 

karyawannya.  Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada 

perusahaan. 
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2.3.4 Bentuk Disiplin Kerja 

Tindakan pendisiplinan kepada pegawai haruslah sama 

pemberlakuaanya. Disini tindakan disiplin berlaku bagi semua, tidak 

memilih, memilah dan memihak kepada siapapun yang melanggar akan 

dikenakan sanksi pendsiplinan yang sama termasuk bagi manajer atau 

pimpinan, karena pimpinan harus member contoh terhadap para bawahannya. 

 

Menurut Mangkunegara (2011; 129) mengemukakan bahwa bentuk 

disiplin kerja yaitu: 

1. Disiplin Preventif 

    Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai untuk mengikuti 

dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. 

 

2. Disiplin Korektif 

         Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam suatu 

peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 

 

3. Disiplin Progresif 

          Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih 

berat terhadap pelanggran-pelanggaran yang berulang. 

 

 

2.3.5 Jenis Sanksi Disiplin Kerja 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005:293) ada beberapa tingkat dan jenis 

sanksi disiplim kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi yaitu: 
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1.  Sanksi Disiplin Berat, misalnya: 

a. Demosi Jabatan yang setingkat lebih rendah dari habatan atau 

pekerjaan yang diberikan sebelumnya. 

b. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri 

tenaga kerja yang bersangkutan. 

c. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja 

diperusahaan. 

2. Sanksi Disiplin Sedang, misalnya: 

a. Penundaan pemberian Kompensasi yang sebelumnya telah 

dirancangkan sebagaimana tenaga kerja lainnya. 

b. Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya diberikan, 

harian, mingguan atau bulanan. 

c.  Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan 

pada jabatan yang lebih tinggi. 

 

3. Sanksi Disiplin Ringan, misalnya: 

a. Teguran lisan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. 

b. Teguran tertulis. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

 

2.3.6 Tujuan Pembinaan Disiplin Kerja 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005:292)  Tujuan Pembinaan disiplin 

kerja terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. Tujuan umum  

Tujuan utama pembinaan disiplin kerja adalah demi kelangsungan 

perusahaan sesuai dengan motif perusahaan. 

 

2. Tujuan Khusus  

a. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan  dan kebijakan  

ketenagakerjaan maupun  peraturan kebijakan perusahaan yang 
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berlaku, baik tertulis  maupun tidak tertulis serta melaksanakan 

perintah manajemen. 

b. Dapat  melaksanakan  pekerjaan  dengan sebaik-baiknya serta mampu 

meberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang  

berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan  

yang diberikan kepadanya. 

c. Dapat mengunaakan dan memelihara sarana dan prsarana, barang dan 

jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada perusahaan. 

e. Tenaga kerja mampu menghasilkan produktifitas yang tinggin sesuai 

dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

 


